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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR 10.TAHUN 2009......

TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I, Pasal 1 Ketentuan Umum

12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja
pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan,
dan pengelolaan kepariwisataan.

Pasal 14

 (1) U saha pariwisata meliputi, antara lain : m . Spa









PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Pasal 1
Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
yang selanjutnya disebut LSU Bidang
Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang
berwenang melakukan sertifikasi usaha di
bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA SPA

BAB I Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:
a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Spa; dan
b. pedoman best practices dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Spa.

BAB II USAHA SPA
• Pasal 4 Usaha Spa memiliki penggolongan sebagai berikut :

a. Spa Tirta 3; b. Spa Tirta 2; dan c. Spa Tirta 1;



SPA BUSINESS STANDARD

Spa Classification Tirta 3 Tirta 2 Tirta 1

Unsur Sub Unsur
Sub

Unsur
Sub
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Unsur

PR
O

DU
CT

1 Treatment Room 4 4 2
2 Therapy treatment and method 10 10 6
3 Ambience 3 3 3
4 Facilities 6 6 4
5 Tools 17 13 6

SE
RV

IC
ES 1 SOP 8 8 7

M
AN

AG
EM

E
N

T

1 Organization 4 4 4
2 Management 3 3 1
3 Human Resources 3 3 3
4 Operation Item and equipment 18 14 10

TOTAL 77 68 47











P E R M E N K E S N O .  8 – TA H U N 2 0 0 4 –
S TA N DA R P E L AYA N A N K E S E H ATA N S PA

Pasal 13
(2) Untuk mendapatkan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terapis SPA harus
mengajukan permohonan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum
dalam Formulir 1 ke Dinkes setempat secara kolektif atau sendiri, disertai dengan
persyaratan yang meliputi:
a. biodata terapis, menggunakan contoh Formulir 2 sebagaimana terlampir;
b. fotokopi KTP;
c. rekomendasi dari asosiasi SPA yang berbadan hukum berdasarkan
kualifikasi Kerja Nasional Indonesia;
d. fotokopi sertifikat/ijazah kompetensi terapis yang diterbitkan oleh Lembaga
Sertifikasi kompetensi (LSK) dan atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
e. surat pengantar Puskesmas setempat ;
f. pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
g. izin teknis dari tempat bekerja atau rencana tempat kerja.



Surat
Rekomendasi
dari Asosiasi



PERANAN ASOSIASI SPA

1. Ikut terlibat bersama Dinas Kesehatan dalam proses verifikasi
persyaratan berdasarkan “self assessment” atau kajian administrasi
dan teknis dalam rangka penerbitan Ijin Teknis yang dapat
digunakan untuk pengurusan TDUP

2. Memberikan rekomendasi kepada Terapis sebagai salah satu syarat
dalam pengurusan STPT

3. Turut Berperan aktif bersama pemerintah untuk membina dan
mengayomi para anggotanya.

4. Memberikan arahan dan pertemuan bulanan yang mencangkup
bimtek

5. Memberikan satu hari seminar pendidikan setiap tahun
6. Membina para pelaku pijat di pantai bersama anggota
7. Menghadiri seminar yang dilaksanakan setahun sekali di



CONTOH PERTEMUAN BULANAN



CONTOH PEMBINAAN BIMTEK



CONTOH KEGIATAN SOSIAL



CONTOH MEMBINA
IBU-IBU PANTAI




